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KATA PENGANTAR

23 pAS3I Al oy
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam,
yang telah menjadikan ilmu sebagai cahaya kehidupan dan syariat Islam
sebagai pedoman abadi menuju kemaslahatan dunia dan akhirat. Shalawat
dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, teladan
paripurna dalam membangun peradaban yang berilmu, berakhlak, dan
berkeadaban.

Buku ini hadir sebagai respons akademik dan spiritual atas
transformasi zaman yang kian cepat dan kompleks. Di tengah derasnya
arus Revolusi Industri 4.0 dan orientasi hidup baru dalam era Society 5.0,
umat Islam dituntut untuk mampu merumuskan ulang paradigma
keberislaman yang tidak hanya otentik secara teks, tetapi juga kontekstual
secara praksis.

Konsep Syariah 7.0 yang diangkat dalam buku ini merupakan
tawaran sintesis antara nilai-nilai transendental (tagwa) dan kebutuhan
aktual umat dalam merespons tantangan global. Ini bukan sekadar
rebranding konsep syariah, tetapi sebuah upaya konseptual dan praksis
untuk menghadirkan hukum keluarga dan ekonomi Islam yang adil,
progresif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi dan sosial.

Dua disiplin utama, yakni hukum keluarga Islam dan hukum
ekonomi syariah, menjadi fokus pembahasan dalam buku ini. Di dalamnya,
pembaca akan menemukan ulasan mendalam mengenai isu-isu
kontemporer seperti positivisasi batas usia nikah dalam perspektif
maslahah, reaktualisasi hadis dan tafsir ahkam, figh muamalah digital,
etika bisnis syariah, kewirausahaan Muslim di era digital, hingga digitalisasi
layanan syariah seperti fintech dan ZIS online.

Penulis pertama, Dr. Abdul Rahim, S.Sy., S.Ag., M.H., adalah Ketua
Jurusan Syariah STAI Asy-Syafi’iyah Nabire dan anggota aktif Perkumpulan
Dosen Hukum Keluarga Islam Indonesia (PDHKI), yang telah lama mengkaji



pembaruan hukum keluarga dan perlindungan generasi. Sementara itu, Dr.
Hisam Ahyani, M.H., selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga di Fakultas
Syariah dan Hukum Institut Miftahul Huda Al Azhar Banjar, merupakan
pakar hukum Islam dan ekonomi syariah yang aktif dalam penguatan
kebijakan publik berbasis nilai-nilai syariah.

Kami berharap buku ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi
kalangan akademisi, mahasiswa, praktisi hukum, ekonom syariah, serta
seluruh elemen masyarakat yang berkomitmen membangun peradaban
Islam yang tangguh dan solutif. Semoga buku ini turut memperkuat posisi
Islam sebagai agama rahmatan lil ‘alamin yang mampu menjawab
problematika zaman tanpa kehilangan substansi ajarannya.

Akhirnya, kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang
telah memberikan dukungan atas terbitnya buku ini. Semoga Allah SWT
senantiasa melimpahkan keberkahan, kemanfaatan, dan keridhaan atas
ikhtiar kecil ini.

Wassaldmu‘alaikum warahmatullahi wabarakétuh.

Banjar — Nabire,
Agustus 2025

Penulis
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BAB 1
MUKADIMAH

Syariah merupakan sistem nilai, norma, dan hukum yang bersumber
dari wahyu llahi serta rasionalitas profetik yang senantiasa relevan dengan
dinamika ruang dan waktu. Dalam perjalanannya, syariah tidak hanya
menjadi pedoman individual-spiritual umat Islam, tetapi juga menjadi
dasar pembentukan tatanan sosial, ekonomi, dan hukum yang adil serta
berkeadaban. Di tengah transformasi global yang ditandai oleh gelombang
teknologi digital, disrupsi ekonomi, dan krisis moralitas, muncul kebutuhan
mendesak untuk mereaktualisasi syariah dalam bingkai konteks
kontemporer yang kompleks. Di sinilah lahirnya gagasan tentang Syariah
7.0 sebagai kelanjutan konseptual dan praksis dari perjalanan panjang
pemikiran Islam di era modern.

Gagasan Syariah 7.0 tidak muncul dari ruang hampa. la merupakan
lanjutan sekaligus elaborasi dari berbagai pemikiran sebelumnya yang
telah meletakkan fondasi transformatif terhadap syariah. Seperti halnya
gagasan karya (Hamzah dkk., 2025) dalam Syariah 5.0: Kajian Magqasidi
Atas Transformasi Wakaf, Mawarits, dan Hukum Keluarga Islam Modern
telah menyuguhkan perspektif maqashidi sebagai pendekatan penting
dalam merespon perubahan sosial dan hukum Islam modern. Konsep ini
dilanjutkan oleh (Ahyani, Hamzah, dkk., 2025) dengan karya Syariah 6.0:
Reset Hidup, Unlock Rezeki! yang mengintegrasikan antara spiritualitas,
figh ekonomi, dan tantangan digital. Bahkan, dalam karya individualnya,
Membumikan Syariah (2025), Ahyani menegaskan pentingnya sinergi
antara hukum keluarga dan ekonomi Islam sebagai basis kesejahteraan
umat (Ahyani, 2025a).

Buku ini melanjutkan semangat tersebut, namun dengan pendekatan
yang lebih menyeluruh dan strategis. Syariah 7.0 bukan sekadar
rebranding terminologi, melainkan reposisi ideologis dan metodologis
terhadap bagaimana syariah dihadirkan dalam tatanan hukum keluarga
dan sistem ekonomi Islam di era Society 5.0. Konsep ini berangkat dari



BAB 2
ERA SYARIAH 7.0 DAN SOCIETY 5.0

A. EVOLUSI DARI REVOLUSI INDUSTRI KE REVOLUSI TAQWA

Revolusi industri sejak abad ke-18 hingga kini telah mengubah wajah
peradaban manusia secara masif. Dimulai dari Revolusi Industri 1.0
dengan ditemukannya mesin uap, berlanjut ke 2.0 dengan tenaga listrik
dan produksi massal, lalu ke 3.0 dengan komputer dan otomasi, hingga
puncaknya di era Revolusi Industri 4.0 yang ditandai dengan kecerdasan
buatan (Al), Internet of Things (loT), big data, dan sistem siber-fisik.
Perubahan ini tidak hanya menyentuh aspek ekonomi dan teknologi, tapi
juga relasi sosial, pendidikan, budaya, bahkan cara manusia memahami
agama dan kebermaknaan hidup (Abdillah, 2022).

Namun perkembangan teknologi ini membawa dualitas. Di satu sisi,
manusia menikmati kemudahan dan efisiensi, namun di sisi lain muncul
dehumanisasi, krisis identitas, dan kekosongan spiritual. Era Society 5.0,
yang dipopulerkan oleh Jepang sebagai respons terhadap Revolusi Industri
4.0, berusaha mengembalikan pusat perhatian pada manusia dengan
mengintegrasikan ruang digital dan fisik (Abitolkha, 2022). Tujuannya
adalah membangun masyarakat yang menyatu dengan teknologi namun
tetap memprioritaskan nilai kemanusiaan. Meski demikian, pendekatan ini
pun belum sepenuhnya mampu menjawab problematika rohani umat
modern.

Dalam konteks ini, munculnya konsep Revolusi Tagwa atau Taqgwa 7.0
menjadi sangat relevan. la tidak dimaksudkan sebagai tandingan Society
5.0, melainkan sebagai koreksi arah dan pelengkap substansi (Darmawati
dkk., 2023). Jika Society 5.0 fokus pada harmoni teknologi dan manusia,
maka Tagwa 7.0 membawa dimensi ilahiah sebagai kompas utama
kehidupan (Estrada & Arturo, 2024). Revolusi Tagwa adalah transformasi
spiritual yang bertumpu pada nilai-nilai keimanan, kesadaran moral, dan
prinsip-prinsip syariah dalam menghadapi turbulensi dunia digital
(Prabarani, 2024).



BAB 3
MAQASHID SYARIAH SEBAGAI PILAR
LEGISLASI MODERN

A. TEORI MASLAHAH DAN AKTUALISASINYA

Magashid Syariah merupakan konsep inti dalam hukum Islam yang
menekankan tujuan-tujuan syariat untuk mendatangkan kemaslahatan
(kebaikan) dan mencegah mafsadat (kerusakan) (S. Y. Al-Qaradhawi, 2017).
Tujuan-tujuan tersebut secara umum meliputi perlindungan terhadap
agama (hifzh al-din), jiwa (hifzh al-nafs), akal (hifzh al-‘aqgl), keturunan
(hifzh al-nasl), dan harta (hifzh al-mal) (Anam dkk., 2023). Teori ini
menempatkan hukum Islam bukan sebagai kumpulan perintah dan
larangan tekstual semata, tetapi sebagai sistem nilai yang holistik dan
progresif. Dalam konteks Syariah 7.0, pendekatan magashid ini menjadi
krusial agar hukum Islam dapat menjadi dasar legislasi yang kontekstual,
inklusif, dan futuristik.

Seiring perkembangan zaman dan kompleksitas sosial, aktualisasi
magqgashid menjadi kebutuhan mendesak. Banyak persoalan baru seperti
digitalisasi ekonomi, kesehatan mental, teknologi reproduksi, dan
perlindungan data pribadi belum secara eksplisit disebutkan dalam
literatur fikih klasik. Oleh karena itu, pendekatan magashid membuka
ruang ijtihad baru yang tetap berpijak pada prinsip-prinsip syariat, namun
responsif terhadap dinamika kontemporer (Andiko dkk., 2018). Misalnya,
perlindungan terhadap data digital bisa diletakkan dalam bingkai hifzh al-
mal atau bahkan hifzh al-‘agl, karena menyangkut aset dan integritas
personal.

Dalam praktiknya, teori maslahah tidak hanya berfungsi sebagai
prinsip etis-normatif, tapi juga sebagai instrumen kebijakan publik dan
legislasi nasional (Achmad dkk., 2020; Maimun dkk., 2021; Hasan dkk.,
2024). Di negara-negara dengan populasi Muslim besar seperti Indonesia,
magqgashid telah mulai diintegrasikan dalam pembentukan undang-undang
dan fatwa-fatwa keagamaan. Majelis Ulama Indonesia (MUI), Komisi
Fatwa, dan Badan Legislasi Nasional kini mulai mengadopsi pendekatan



BAB 4
POSITIVISASI HUKUM ISLAM
DAN NEGARA HUKUM PANCASILA

A. STUDI KASUS BATAS USIA NIKAH

Salah satu contoh konkret dari positivisasi hukum Islam dalam
konteks negara hukum Pancasila adalah kebijakan penetapan batas usia
minimal untuk menikah. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019
tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974, batas usia menikah bagi
perempuan dinaikkan dari 16 tahun menjadi 19 tahun, menyamakan
dengan batas usia laki-laki. Revisi ini merupakan langkah progresif yang
tidak hanya merespons tuntutan keadilan gender dan perlindungan anak,
tetapi juga berlandaskan pada prinsip magashid syariah—pada wilayah
dharuriyat al-khamsah, khususnya dalam menjaga keturunan (hifzh al-nasl)
dan jiwa (hifzh al-nafs) (Rahim, 2025).

Dalam konteks figh klasik, memang tidak ditemukan angka pasti batas
usia nikah karena syarat baligh menjadi acuan utamanya. Namun demikian,
batas usia tersebut sangat bergantung pada realitas sosial, budaya, dan
kesehatan masyarakat. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan
meningkatnya kesadaran hak anak, negara berkewajiban mengambil
peran aktif untuk menetapkan usia minimal nikah yang mampu
melindungi generasi muda dari dampak pernikahan dini, seperti tingginya
angka putus sekolah, kematian ibu muda, dan kekerasan dalam rumah
tangga sampai kasus perceraian.

Penetapan batas usia nikah dalam hukum positif bukanlah bentuk
kontradiksi terhadap syariat Islam, melainkan bagian dari proses taqyid al-
mubah (pembatasan hal yang mubah) demi tercapainya kemaslahatan
umum. Dalam teori figh siyasah (A. M. Ahmad, 2018), negara memiliki
otoritas untuk membuat peraturan demi kemaslahatan umat selama tidak
bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariah (Ahyani & Mutmainah,
2024). Maka dari itu, pengaturan batas usia nikah ini dapat dilihat sebagai



BAB 5
FIQH MUNAKAHAT DAN MASLAHAH
DALAM BATAS USIA NIKAH

A. PERSPEKTIF FIQH KLASIK

Dalam figh klasik, pembahasan tentang usia pernikahan umumnya
merujuk pada batasan baligh sebagai syarat sah menikah. Ulama dari
mazhab Syafi’i, Hanafi, Maliki, dan Hanbali tidak menetapkan batas usia
minimum secara eksplisit, tetapi lebih menekankan pada tanda-tanda
kedewasaan biologis seperti menstruasi atau mimpi basah (Chourasia dkk.,
2022). Dalam kondisi tertentu, bahkan pernikahan anak di bawah umur
diperbolehkan dengan syarat adanya wali mujbir—yakni wali yang dapat
menikahkan anak perempuan tanpa persetujuannya selama demi
kemaslahatan.

Konsep wali mujbir ini, meski memiliki dasar dalam figh klasik, pada
era sekarang menjadi sorotan tajam, terutama terkait isu hak anak dan
perlindungan terhadap perempuan. Banyak kasus menunjukkan bahwa
praktik ini rawan disalahgunakan dan bertentangan dengan prinsip
perlindungan hak asasi manusia (Atgiya dkk., 2025). Maka dari itu,
sejumlah ulama kontemporer mendorong reinterpretasi terhadap
ketentuan-ketentuan klasik tersebut agar tidak bertentangan dengan
magqashid syariah dan prinsip keadilan.

Dalam praktiknya, banyak negara Muslim telah menetapkan batas
usia nikah dalam peraturan perundang-undangan, tidak terkecuali
Indonesia (Sitoresmi, 2021; Kartika, 2025). Penetapan ini bukan bertujuan
untuk menolak hukum Islam, tetapi justru untuk menjaganya agar tetap
kontekstual dan tidak menimbulkan madharat di masyarakat modern.
Dengan pendekatan maslahat mursalah, hukum bisa disesuaikan
sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariah.

Figh klasik memang membolehkan pernikahan dini, tetapi hal ini tidak
berarti harus terus dilestarikan tanpa kritik. Perkembangan sosial dan ilmu
kesehatan menunjukkan bahwa pernikahan di usia dini berisiko tinggi, baik
secara fisik maupun psikologis, terutama bagi perempuan. Oleh sebab itu,



BAB 6
REAKTUALISASI HADITS AHKAM
DAN TAFSIR AHKAM DALAM HUKUM
KELUARGA DAN EKONOMI

A. HADIS DAN TAFSIR SEBAGAI LANDASAN HUKUM SOSIAL-EKONOMI

Hadis ahkam (hadis-hadis hukum) dan tafsir ahkam (tafsir ayat-ayat
hukum) merupakan dua sumber primer dalam konstruksi hukum Islam
setelah Al-Qur'an (Ahyani dkk., 2022). Keduanya tidak hanya memberikan
pedoman normatif, tetapi juga mencerminkan praktik kehidupan
Rasulullah # dan para sahabat dalam menjalankan syariat Islam secara
kontekstual. Dalam konteks hukum keluarga dan ekonomi, sumber-
sumber ini memainkan peran sentral dalam membentuk kerangka hukum
yang bersifat aplikatif sekaligus bernilai etis.

Sebagai contoh, dalam hukum keluarga, hadis-hadis tentang
pernikahan, perceraian, nafkah, dan warisan banyak menjadi rujukan
utama dalam penyusunan figh munakahat (Hazairin, 1982). Sementara
dalam ekonomi Islam, hadis-hadis terkait jual beli, riba, zakat, dan
perdagangan menjadi fondasi bagi berkembangnya figh muamalah.
Namun demikian, pendekatan tekstual semata tanpa mempertimbangkan
konteks sosial bisa melahirkan pemahaman yang kaku dan kurang aplikatif
dalam kondisi kekinian.

Di sinilah pentingnya reaktualisasi. Istilah ini tidak bermakna
mengganti sumber hukum, tetapi menyesuaikan cara memahami dan
menerapkannya sesuai dengan kebutuhan zaman. Tafsir-tafsir klasik
seperti karya Al-Qurtubi, Al-Jassas, dan lbn Kathir tentu kaya dengan
khazanah, namun juga perlu dibaca ulang melalui pendekatan maqashidi,
sosiologis, dan kontekstual agar lebih relevan dalam menjawab problem
hukum kontemporer (Sutardi & Ahmad, 2024).

Perubahan dinamika sosial seperti digitalisasi, globalisasi, dan
pluralitas masyarakat menuntut hadirnya metodologi baru dalam
membaca hadis dan tafsir (Muharir & Lousada, 2024). Misalnya,



BAB 7
ETIKA BISNIS DAN TANGGUNG JAWAB
SOSIAL SYARIAH

A. PERSPEKTIF ISLAM ATAS BISNIS BERKELANJUTAN

Etika bisnis dalam Islam bukanlah sekadar konsep moral, tetapi
merupakan fondasi utama dalam menjalankan aktivitas ekonomi yang
berlandaskan pada tauhid dan tanggung jawab sosial (Beekun, 2004,
Ahyani, Hamzah, dkk., 2023). Dalam perspektif syariah, bisnis tidak hanya
dinilai dari sisi profitabilitas, tetapi juga dari kehalalan cara dan
kebermanfaatan hasilnya. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan bisnis
menurut Islam adalah ketika keuntungan materi selaras dengan
keberkahan spiritual dan sosial.

Islam mendorong pelaku bisnis untuk menjaga prinsip kejujuran (sidg),
keadilan (‘adl), amanah, dan larangan terhadap penipuan (gharar), riba,
serta eksploitasi dalam segala bentuknya. Prinsip-prinsip tersebut
termaktub dalam banyak hadis Nabi Muhammad &2, seperti sabdanya:
"Pedagang yang jujur dan terpercaya akan bersama para nabi, shiddigin,
dan syuhada di hari kiamat." (HR. Tirmidzi). Artinya, nilai-nilai etika dalam
bisnis memiliki bobot akhirat yang sangat tinggi (Febriyarni, 2016).

Dalam konteks keberlanjutan (sustainability), Islam sangat
memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan ekonomi, sosial, dan
lingkungan. Al-Qur'an menekankan pentingnya tidak berlebih-lebihan
(israf) dalam produksi dan konsumsi, serta memelihara bumi (himayah al-
bi’ah). Konsep ini selaras dengan prinsip triple bottom line (people, planet,
profit) dalam bisnis modern yang bertanggung jawab.

Etika bisnis syariah juga mendorong pelaku usaha untuk menyadari
posisi mereka sebagai khalifah yang bertanggung jawab terhadap
kesejahteraan umat (Ahyani, Putra, Azmi, dkk., 2024; Solehudin dkk.,
2024). Ini berarti bahwa orientasi bisnis tidak boleh semata-mata
mengejar keuntungan pribadi, tetapi harus ikut serta dalam pembangunan
ekonomi masyarakat, terutama kelompok yang rentan dan marginal. Spirit



BAB 8
FIQH MUAMALAH KONTEMPORER DAN
INOVASI EKONOMI ISLAM

A. PRINSIP AKAD, JUAL BELI, DAN TRANSAKSI DIGITAL

Figh muamalah merupakan cabang penting dalam hukum Islam yang
mengatur hubungan sosial dan ekonomi antarindividu dalam berbagai
bentuk transaksi. Prinsip-prinsip dalam figh muamalah bersifat dinamis
dan fleksibel, namun tetap berakar pada nilai-nilai tauhid, keadilan, dan
kemaslahatan. Akad, sebagai fondasi sahnya suatu transaksi, memainkan
peran sentral dalam menjamin kesepahaman dan keadilan antara pihak-
pihak yang bertransaksi. Dalam konteks kontemporer, akad tidak hanya
berlaku dalam interaksi konvensional tetapi juga meluas ke ranah digital
(Abdul dkk., 2022).

Jenis-jenis akad yang dikenal dalam Islam—seperti akad jual beli (bai’),
sewa-menyewa (ijarah), kerjasama (mudharabah, musyarakah), dan
simpan pinjam (qardh)—semuanya memiliki ketentuan syariah yang harus
ditaati. Prinsip kejelasan (bayan), kerelaan (ridha), dan keadilan (adl)
menjadi syarat utama dalam setiap akad. Dalam perkembangan terbaru,
bentuk akad mengalami digitalisasi, misalnya melalui sistem marketplace,
e-wallet, maupun aplikasi investasi berbasis syariah, sehingga menuntut
reinterpretasi figh dengan tetap menjaga esensi hukum syariat (Ahyani,
Muhammad, & Syamsudin, 2024; Dara & Khafidz, 2025).

Dalam jual beli digital (e-commerce), transparansi informasi dan
keabsahan akad menjadi isu utama. Islam mewajibkan kejelasan terhadap
objek jual beli, harga, dan waktu pembayaran. Model transaksi seperti pre-
order atau dropshipping misalnya, menimbulkan diskursus baru tentang
status kepemilikan dan tanggung jawab atas barang. Oleh karena itu,
literasi figh muamalah sangat diperlukan bagi pelaku ekonomi digital agar
tidak terjebak dalam praktik yang mengandung wunsur gharar
(ketidakjelasan) atau riba.



BAB 9
STUDI KELAYAKAN BISNIS
DAN MASLAHAH EKONOMI

A. ANALISIS KELAYAKAN BISNIS DARI KACAMATA SYARIAH

Studi kelayakan bisnis merupakan proses analisis mendalam terhadap
potensi suatu usaha sebelum direalisasikan. Dalam perspektif Islam,
kelayakan tidak hanya diukur dari aspek profitabilitas semata, tetapi juga
harus mempertimbangkan kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah.
Artinya, bisnis yang dinilai layak secara ekonomi tetapi bertentangan
dengan nilai-nilai Islam (misalnya mengandung unsur riba, gharar, atau
haram) tidak dapat dikatakan layak menurut pandangan syariah (Ahyani,
2023).

Konsep studi kelayakan syariah meliputi aspek kelayakan pasar
(market feasibility), kelayakan teknis dan operasional, kelayakan finansial,
serta kelayakan hukum dan syariah. Dalam kelayakan pasar, pelaku usaha
harus memastikan bahwa produk atau jasa yang ditawarkan memiliki
demand yang halal dan tidak merugikan masyarakat. Misalnya, produk
makanan dan minuman harus bersertifikasi halal, atau jasa keuangan
harus bebas dari riba (Ahyani, 2023; Ahyani, Harahap, Huda, dkk., 2024).

Dalam aspek teknis dan operasional, kelayakan mencakup proses
produksi, distribusi, dan layanan yang sesuai etika Islam, termasuk
perlakuan adil kepada pekerja dan tidak merusak lingkungan. Sementara
dari sisi finansial, analisis dilakukan terhadap proyeksi pendapatan,
pengeluaran, serta estimasi risiko. Namun demikian, dalam konteks
ekonomi Islam, proyeksi keuangan juga harus mempertimbangkan prinsip
keadilan, kejujuran, dan keberkahan rezeki.

Kelayakan hukum dan syariah merupakan unsur krusial yang
membedakan studi kelayakan syariah dengan konvensional. Bisnis harus
lolos dari audit syariah yang mencakup aspek legal formal dan kepatuhan
terhadap ketentuan Islam, termasuk dalam struktur modal, akad yang
digunakan, serta bentuk distribusi keuntungan. Di sinilah peran penting



BAB 10
KEWIRAUSAHAAN ISLAM
DI ERA DIGITAL

A. KARAKTER WIRAUSAHA MUSLIM

Wirausaha Muslim dalam perspektif Islam bukan hanya seorang
pencari keuntungan, tetapi juga seorang pelayan umat yang bertanggung
jawab secara moral dan spiritual (Maharani dkk., 2023). Karakter utama
yang harus dimiliki seorang entrepreneur Muslim adalah kejujuran (sidg),
amanah, dan tanggung jawab sosial (Putra dkk., 2023). Seorang pengusaha
Muslim harus memegang prinsip bahwa aktivitas ekonominya adalah
bentuk ibadah (‘ubidiyyah), bukan semata-mata pekerjaan duniawi (Putra
dkk., 2023). Dengan orientasi ini, tujuan usaha menjadi lebih holistik:
menciptakan keberkahan, bukan sekadar laba (Umar, 2014; Hawassy,
2020).

Dalam sejarah Islam, Rasulullah SAW dan para sahabatnya adalah
contoh ideal pengusaha yang sukses secara finansial dan bermoral tinggi.
Rasulullah dikenal sebagai pedagang terpercaya (al-Amin), bahkan
sebelum menerima wahyu. Praktik dagangnya menunjukkan bahwa
integritas, kejujuran, dan kepedulian sosial adalah fondasi dalam aktivitas
bisnis. Karakter ini masih sangat relevan diterapkan dalam konteks
kekinian, terutama ketika tantangan ekonomi kian kompleks dan moral
bisnis kerap tergerus oleh kompetisi bebas (Syamsiyah & Ardana, 2022).

Kewirausahaan dalam Islam juga menuntut adanya niat yang benar
dan etika kerja yang tinggi. Seorang Muslim tidak hanya dituntut produktif
secara ekonomi, tapi juga harus menghindari eksploitasi, monopoli,
penipuan, dan semua bentuk kezhaliman dalam praktik bisnis (Muslimin
dkk., 2025). Kesuksesan bukan hanya soal volume penjualan, melainkan
kebermanfaatan yang dihasilkan, baik bagi keluarga, lingkungan, maupun
umat (Athoillah, 2017).

Karakter wirausaha Muslim sejati juga tercermin dalam sikap tawakal
setelah ikhtiar maksimal. la tidak putus asa ketika gagal, dan tidak
sombong ketika berhasil. Dalam Islam, rezeki adalah hak prerogatif Allah,



BAB 11
HUKUM EKONOMI SYARIAH
DAN LEGISLASI NASIONAL

A. POSISI HUKUM EKONOMI ISLAM DALAM SISTEM HUKUM

INDONESIA

Hukum ekonomi syariah saat ini telah memiliki posisi yang semakin
strategis dalam sistem hukum Indonesia (Basir, 2025). Hal ini tercermin
dari hadirnya berbagai regulasi seperti Undang-undang No. 21 Tahun 2008
tentang Perbankan Syariah, serta peran Dewan Syariah Nasional (DSN)
MUI dalam mengeluarkan fatwa sebagai rujukan normatif dalam praktik
ekonomi Islam. Kemajuan ini menandai pengakuan negara terhadap
hukum syariah sebagai sumber nilai dan norma dalam mengatur aspek
ekonomi (Huda & Mubhsin, 2022).

Meski demikian, hukum ekonomi syariah di Indonesia masih berada
dalam posisi komplementer, bukan sistem yang berdiri sendiri. la tetap
harus dikontekstualisasikan dan disinergikan dengan sistem hukum
nasional yang menganut asas pluralisme hukum. Oleh karena itu, penting
untuk memperkuat posisi hukum ekonomi Islam melalui pendekatan
akademik, legislasi formal, serta penguatan kelembagaan yang mengawal
implementasinya.

Posisi ini juga dapat dilihat dari eksistensi lembaga peradilan khusus,
yaitu Peradilan Agama, yang tidak hanya menangani perkara keluarga
Islam, tetapi juga sengketa ekonomi syariah, terutama pasca keluarnya
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012. Peradilan Agama kini
diberi kewenangan penuh untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah,
sebuah pengakuan signifikan terhadap legitimasi hukum Islam dalam
ranah publik (Republik Indonesia, 2009).

Di sisi lain, perkembangan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang
pesat menuntut pembaruan sistem hukum yang mampu melayani
kebutuhan transaksi syariah secara cepat, adil, dan tetap sesuai dengan
magashid syariah (Arsela & Zen, 2025). Untuk itu, diperlukan legislasi yang



BAB 12
PENDIDIKAN TAQWA DAN
LITERASI EKONOMI SYARIAH

A. MODEL PENDIDIKAN ISLAM YANG TERINTEGRASI

Pendidikan Islam yang terintegrasi merupakan fondasi penting dalam
membangun generasi yang tidak hanya berilmu, tetapi juga berakhlak
mulia dan mampu berkontribusi pada kemajuan sosial-ekonomi
(Darmawati dkk., 2023). Model pendidikan ini menggabungkan aspek
spiritual, intelektual, dan praktis secara menyeluruh, sehingga siswa tidak
hanya memahami teori, tetapi juga mampu mengaplikasikan nilai-nilai
Islam dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam ranah ekonomi
(Abdurrahman, 2016; A. Abdullah, 2022).

Integrasi pendidikan tagwa dalam kurikulum formal dan non-formal
menjadi strategi utama dalam membentuk karakter generasi muda yang
bertakwa kepada Allah serta mampu menghadapi tantangan globalisasi
dan revolusi digital (Abduloh & Ahyani, 2020). Pendidikan taqwa
mengajarkan nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan
kepedulian sosial yang menjadi landasan penting dalam perilaku bisnis dan
keuangan syariah (Basori dkk., 2023).

Selain itu, pendidikan Islam terintegrasi juga menanamkan
pemahaman mendalam tentang maqashid syariah yang menjadi pijakan
dalam mengelola kehidupan keluarga, bisnis, dan masyarakat secara adil
dan berkelanjutan (Nurjaman dkk., 2023). Pengetahuan ini sangat krusial
agar generasi muda dapat menjadi agen perubahan yang tidak hanya
mengejar keuntungan materi, tetapi juga memelihara kemaslahatan umat.

Praktik pembelajaran yang mengedepankan pendekatan kontekstual
dan berbasis masalah juga menjadi bagian penting dalam model ini.
Dengan metode pembelajaran yang aktif dan interaktif, peserta didik
diajak untuk memahami realitas sosial-ekonomi dan menemukan solusi
berbasis prinsip-prinsip syariah yang sesuai dengan kebutuhan zaman
(Sidik dkk., 2024).



BAB 13
SISTEM HUKUM ISLAM
YANG INKLUSIF DAN ADAPTIF

A. HUKUM ISLAM SEBAGAI LIVING LAW

Hukum Islam bukanlah sekadar aturan kaku yang statis, melainkan
sebuah sistem hukum yang hidup (/iving law) dan dinamis. Sebagai living
law, hukum Islam terus berkembang dan beradaptasi mengikuti
perubahan sosial, budaya, dan teknologi di masyarakat. Konsep ini
memungkinkan hukum Islam tetap relevan dan aplikatif dalam konteks
modern tanpa kehilangan esensinya sebagai wahyu ilahi (Harefa dkk.,
2024).

Kehidupan masyarakat yang terus berubah, baik dari segi sosial
maupun ekonomi, menuntut hukum Islam untuk berperan sebagai solusi
yang mampu menjawab persoalan kontemporer dengan prinsip keadilan
dan kemaslahatan. Oleh karena itu, pendekatan kontekstual dan
magqgashidiyah menjadi kunci utama dalam implementasi hukum Islam di
era digital dan globalisasi (Rajab dkk., 2025).

Lebih jauh, sebagai living law, hukum Islam harus mampu
mengakomodasi berbagai kebutuhan masyarakat majemuk dan plural.
Keberagaman budaya, adat, dan tradisi di berbagai wilayah Indonesia
harus dipertimbangkan dalam penerapan hukum Islam agar dapat
diterima secara luas dan menghasilkan keputusan yang berkeadilan
(Tongat, 2022).

Selain itu, living law ini juga mendorong para ulama dan praktisi
hukum Islam untuk terus melakukan ijtihad, yakni upaya pembaruan dan
penyesuaian hukum berdasarkan kondisi zaman. ljtihad yang terarah akan
menjaga kesucian hukum Islam sekaligus menjadikannya sebagai
instrumen yang adaptif dalam membangun peradaban (Toriquddin dkk.,
2024).



BAB 14
DIGITALISASI HUKUM
DAN EKONOMI SYARIAH

A. PEMANFAATAN TEKNOLOGI DALAM PELAYANAN HUKUM DAN

EKONOMI

Digitalisasi menjadi fenomena yang tidak bisa dihindari dalam
berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang hukum dan ekonomi
syariah. Pemanfaatan teknologi digital menghadirkan peluang besar untuk
meningkatkan akses dan kualitas pelayanan hukum serta aktivitas
ekonomi berbasis syariah secara lebih efisien dan transparan (BWI, 2021).

Dalam konteks hukum syariah, digitalisasi dapat diaplikasikan melalui
layanan pengadilan dan lembaga keagamaan yang semakin mudah diakses
secara online. Contohnya adalah digitalisasi proses pengajuan nikah,
perceraian, dan penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui platform
digital yang meminimalisir birokrasi dan mempercepat proses (Basir, 2025).
Di sisi ekonomi, teknologi digital memungkinkan pengembangan fintech
syariah, marketplace produk halal, dan sistem pembayaran digital yang
sesuai prinsip syariah. Hal ini membuka ruang bagi pelaku ekonomi Islam
untuk mengembangkan usahanya tanpa terhambat oleh keterbatasan
geografis dan waktu (Hasan dkk., 2024).

Teknologi juga mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam
pengelolaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS), dengan platform online yang
memudahkan distribusi dan pelaporan dana sosial secara real time dan
terpercaya (Alshater dkk., 2022). Dengan demikian, digitalisasi menjadi
jembatan penting yang menghubungkan hukum dan ekonomi syariah
dengan kebutuhan masyarakat modern, menjadikan layanan lebih inklusif,
efisien, dan berkeadilan.

Digitalisasi merupakan sebuah keniscayaan yang tak dapat dihindari
dalam kehidupan modern, termasuk dalam ranah hukum dan ekonomi
syariah. Perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat telah
mengubah pola interaksi masyarakat dalam memperoleh layanan hukum
dan menjalankan aktivitas ekonomi. Dalam konteks ini, digitalisasi tidak



BAB 15
SYARIAH 7.0
MENUJU MASYARAKAT MADANI 5.0

A. VISI INDONESIA EMAS 2045 BERBASIS NILAI ISLAM

Indonesia Emas 2045 menjadi visi besar bangsa yang diharapkan
mampu menghadirkan kemajuan di segala sektor dengan kualitas sumber
daya manusia unggul, berkarakter, dan berdaya saing global (Madani dkk.,
2024). Dalam konteks ini, penguatan nilai-nilai Islam sebagai landasan
moral dan etika menjadi sangat penting untuk membentuk masyarakat
madani yang beradab, harmonis, dan berkelanjutan.

Syariah 7.0 menawarkan kerangka berpikir yang mengintegrasikan
nilai-nilai maqgashid syariah sebagai pedoman dalam pembangunan hukum
keluarga dan ekonomi, dengan tujuan utama menjaga kemaslahatan umat
dan membangun peradaban yang berkeadilan dan rahmatan lil ‘alamin
(Ahyani, Slamet, dkk., 2021). Konsep ini menegaskan bahwa kemajuan
teknologi dan digitalisasi harus selaras dengan nilai spiritual dan etika
Islam.

Implementasi visi ini menuntut sinergi antara berbagai elemen
masyarakat, termasuk pemerintah, akademisi, ulama, dan praktisi
ekonomi syariah, untuk mewujudkan sistem hukum dan ekonomi yang
inklusif, responsif, dan adaptif terhadap perubahan zaman tanpa
mengorbankan prinsip-prinsip dasar Islam.

Dalam menghadapi era society 5.0, yang mengedepankan
keseimbangan antara perkembangan teknologi dan kemanusiaan, Syariah
7.0 menjadi blueprint strategis untuk memastikan bahwa pembangunan
sosial dan ekonomi tidak hanya bersifat materialistik, tetapi juga
menanamkan nilai-nilai keadilan, solidaritas, dan kesejahteraan bersama
(Prabarani, 2024).

Dengan fondasi kuat berbasis syariah, Indonesia diharapkan mampu
menjadi contoh masyarakat madani yang tidak hanya maju secara
teknologi dan ekonomi, tetapi juga kokoh dalam identitas dan nilai
keislamannya (Prabarani, 2024).



BAB 16
PENUTUP

Perjalanan panjang dalam buku ini merupakan sebuah ikhtiar untuk
menjawab tantangan zaman melalui pendekatan keilmuan vyang
bersumber pada nilai-nilai syariah yang dinamis dan relevan. Dalam dunia
yang bergerak cepat karena pengaruh Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0,
umat Islam tidak cukup hanya mempertahankan nilai-nilai syariah secara
normatif. Mereka dituntut untuk merekonstruksi ulang cara memahami,
menerapkan, dan menyuarakan syariat dalam kerangka zaman yang baru.
Syariah 7.0 hadir bukan sekadar sebagai konsep, melainkan sebagai
respons moral, intelektual, dan spiritual untuk membangun tatanan
masyarakat Islam yang berkemajuan.

Syariah 7.0 menjadi simbol kesadaran baru bahwa Islam tidak stagnan.
la berkembang dan merespons dengan arif setiap perubahan zaman tanpa
kehilangan substansi ajarannya. Dengan pendekatan maqashid syariah
yang dijadikan sebagai pilar utama dalam legislasi hukum keluarga dan
ekonomi Islam, buku ini menegaskan bahwa hukum Islam tidak boleh
sekadar tekstual, melainkan kontekstual dan solutif. Inilah semangat tajdid
(pembaruan) yang tidak keluar dari nash, namun mampu menjawab
persoalan kontemporer umat.

Dalam bidang hukum keluarga, telah kita bahas bagaimana
reinterpretasi terhadap batas usia nikah menjadi penting sebagai bentuk
perlindungan anak dan perlunya integrasi antara hukum figh klasik dan
kebijakan hukum nasional. Penulis menunjukkan bahwa pembaruan dalam
hukum keluarga bukan bentuk liberalisasi, melainkan strategi maqashid
yang memperhatikan maslahat dan realitas sosial masyarakat Muslim hari
ini.

Sementara itu, dalam hukum ekonomi syariah, buku ini menjelajahi
ranah-ranah kontemporer seperti digitalisasi transaksi, fatwa-fatwa DSN
MUI terkait fintech, hingga urgensi studi kelayakan bisnis berbasis syariah.
Kewirausahaan Islam, tanggung jawab sosial syariah (CSR Islam), serta
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GLOSARIUM

Ahwal Syakhshiyah
Hukum keluarga Islam yang mencakup persoalan-persoalan pernikahan,
talak, waris, nasab, dan perwalian.

Asas Maslahah
Prinsip dasar dalam hukum Islam yang berorientasi pada kemanfaatan
dan kebaikan umum serta mencegah kerusakan.

Akad

Perjanjian atau kontrak dalam hukum Islam antara dua pihak atau lebih
yang mengandung akibat hukum, seperti jual beli, sewa, pinjam-
meminjam, dan lainnya.

CSR (Corporate Social Responsibility)
Tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat dan lingkungan
sebagai bentuk akuntabilitas moral dan etis.

Digitalisasi Hukum
Transformasi layanan dan proses hukum melalui pemanfaatan teknologi
digital seperti e-court, KUA digital, dan e-notaris.

DSN-MUI
Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, lembaga yang
mengeluarkan fatwa-fatwa keuangan dan bisnis syariah di Indonesia.

Ekonomi Syariah
Sistem ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip Islam yang menjunjung
tinggi keadilan, transparansi, dan keberkahan.

Fatwa
Pendapat hukum yang diberikan oleh ulama terhadap permasalahan
tertentu, khususnya yang belum dijelaskan secara eksplisit dalam nash.



Figh Ekonomi
Cabang figh yang membahas transaksi ekonomi, termasuk jual beli,
sewa menyewa, investasi, dan keuangan syariah.

Figh Munakahat
Figh yang membahas hukum-hukum pernikahan, hak dan kewajiban
suami istri, perceraian, dan keluarga dalam perspektif Islam.

Figh Muamalah
Figh yang mengatur hubungan sosial dan ekonomi antar manusia,
termasuk urusan bisnis, keuangan, dan perdagangan.

Fintech Syariah
Inovasi teknologi keuangan berbasis prinsip syariah yang menjamin
kehalalan dan keadilan dalam setiap transaksinya.

Hukum Positif
Hukum vyang berlaku dan ditetapkan oleh negara dalam bentuk
perundang-undangan resmi.

Hukum Progresif

Pendekatan hukum yang tidak terpaku pada teks formal, tetapi
menekankan nilai keadilan dan kemanusiaan dalam setiap penerapan
hukum.

Ikhtilat
Pergaulan bebas atau bercampurnya laki-laki dan perempuan tanpa
batasan yang ditetapkan syariat.

ljtihad

Usaha sungguh-sungguh seorang mujtahid dalam menggali hukum Islam
dari sumber-sumber syariah untuk kasus yang belum ada hukumnya
secara eksplisit.
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Kewirausahaan Syariah
Aktivitas kewirausahaan yang dilakukan dengan mematuhi prinsip-
prinsip Islam, seperti kejujuran, keadilan, dan larangan riba.

Komnas Perempuan
Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, lembaga negara
yang mengadvokasi hak-hak perempuan di Indonesia.

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Himpunan norma hukum Islam yang disusun oleh pemerintah Indonesia
untuk menjadi pedoman dalam penyelesaian perkara keluarga di
peradilan agama.

Living Law
Hukum yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat, baik yang diakui
secara formal maupun tidak, namun menjadi pedoman perilaku sosial.

Magqashid Syariah
Tujuan-tujuan utama dari ditetapkannya hukum Islam, yaitu menjaga
agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Maslahah Mursalah
Pertimbangan kemaslahatan umum vyang tidak disebutkan secara
eksplisit dalam nash tetapi diakui dalam hukum Islam.

Masyarakat Madani
Konsep masyarakat sipil yang beradab, berkeadilan, dan berbasis pada
nilai-nilai moral dan spiritual.

Nikah

Ikatan pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang sah menurut
hukum Islam dan bertujuan membentuk keluarga sakinah.
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Positivisasi Hukum Islam
Proses menjadikan nilai dan norma hukum Islam ke dalam bentuk
hukum negara yang bersifat mengikat.

Qawaid Fighiyyah
Kaidah-kaidah umum dalam figh Islam yang dijadikan pedoman dalam
menetapkan hukum terhadap masalah baru.

Reaktualisasi
Upaya menghidupkan kembali konsep-konsep klasik agar relevan
dengan konteks kekinian.

Revolusi Industri 4.0
Transformasi besar dalam dunia industri melalui teknologi otomatisasi,
robotika, kecerdasan buatan, dan internet of things (loT).

Society 5.0
Konsep masyarakat yang berorientasi pada integrasi antara teknologi
digital dan kehidupan manusia untuk memecahkan masalah sosial.

Syariah 7.0

Gagasan pengembangan hukum Islam berbasis spiritualitas tinggi
(tagwa), relevan dengan era digital, dan mengintegrasikan nilai-nilai
magqashid syariah dalam membangun masyarakat modern.

Tafsir Ahkam
Penafsiran ayat-ayat Al-Qur’an yang berkaitan dengan hukum-hukum
syariah, seperti waris, nikah, muamalah, dan jinayah.

Tanggung Jawab Sosial Syariah

Kewajiban moral dan spiritual untuk peduli terhadap masyarakat dan
lingkungan sesuai dengan nilai-nilai Islam.
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Taqwa

Kesadaran penuh dan ketaatan total kepada Allah dalam seluruh aspek
kehidupan, menjadi fondasi utama dalam membentuk perilaku etis dan
spiritual.

Transaksi Syariah
Kegiatan muamalah atau pertukaran yang sesuai dengan prinsip-prinsip
Islam, bebas dari riba, gharar, dan maysir.

Uqubat
Hukuman dalam hukum pidana Islam yang diberlakukan terhadap
pelanggaran tertentu seperti zina, pencurian, dan gadzaf.

ZIS (Zakat, Infaq, Shadaqah)

Instrumen pemberdayaan ekonomi dan pengentasan kemiskinan dalam
Islam yang wajib atau dianjurkan dikeluarkan oleh umat Muslim.
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Buku ini merupakan sintesis pemikiran kontemporer dalam
bidang hukum keluarga Islam dan ekonomi syariah, ditulis
untuk menjawab tantangan baru di era digital dan transisi
peradaban Society 5.0. Dalam konteks dunia yang semakin
terdigitalisasi dan terdorong oleh kecepatan teknologi, umat
Islam membutuhkan pendekatan baru terhadap syariat yang
tetap berakar pada nilai-nilai ilahiyah namun adaptif terhadap
perkembangan zaman. Melalui konsep Syariah 7.0, buku ini
menawarkan kerangka kerja yang mengintegrasikan
magashid syariah, transformasi hukum Islam, dan praksis
ekonomi syariah dalam konteks global yang terus berubah.
Syariah 7.0 bukan sekadar simbol era baru, melainkan
representasi revolusi spiritual dan hukum yang menekankan
nilai tagwa, keadilan sosial, serta integrasi antara teks dan
konteks. Dalam 16 bab, buku ini mengupas mulai dari isu-isu
krusial seperti positivisasi batas usia nikah, figh munakahat,
figh muamalah kontemporer, hingga kewirausahaan digital
dan digitalisasi layanan syariah. Setiap topik dikaji secara
kritis dengan pendekatan normatif dan aplikatif,
menjadikannya relevan bagi pembuat kebijakan, akademisi,
mahasiswa, dan praktisi hukum serta ekonomi Islam. Disusun
oleh dua penulis yang memiliki kepakaran berbeda namun
saling melengkapi—Dr. Abdul Rahim dalam bidang hukum
keluarga Islam dan Dr. Hisam Ahyani dalam bidang hukum
ekonomi syariah—buku ini memberikan kontribusi strategis
dalam membangun masyarakat madani berbasis nilai-nilai
Islam yang inklusif, progresif, dan visioner. Syariah 7.0 adalah
ajakan untuk kembali pada esensi syariat sebagai rahmat
sekaligus inovasi; menjadikan hukum keluarga dan ekonomi
Islam sebagai fondasi dalam mewujudkan Indonesia Emas
2045 yang berkeadilan, berintegritas, dan berkemajuan.

“Membangun Masyarakat Madani 5.0 dengan Syariah 7.0."
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